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NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG
KODEFIKASI PADA BAGAN AKUN STANDAR (BAS) AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodefikasi pada Bagan

Akun Standar (BAS) Akrual Tahun Anggaran 2018.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODEFIKASI PADA BAGAN AKUN
STANDAR (BAS) AKRUAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3.
4.

Bupati, adalah Bupati Probolinggo.

Akuntansi,

adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian

laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
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Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat
SAP Berbasis Akrual, adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Sistim Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistimatik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Basis Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo
Anggaran Lebih awal, SiLPA /SiKPA, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Entitas Akuntansi, adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan, adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Belanja, adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Aset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya.
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Kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah.

Ekuitas, adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan

struktur laporan keuangan secara lengkap.

BAB II
KODEFIKASI PADA BAS
Pasal 2

Kodefikasi pada BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 berfungsi
sebagai panduan bagi PD dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada necara saldo dan
penyajian pada laporan keuangan.

Kodefikasi Akun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan peraturan ini.
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Kodefikasi Akun Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Kodefikasi Akun Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
ttd
SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPAL GIAN HUKUM

-
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003
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